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ABSTRAK 

Jumlah penerimaan pajak dari tahun ketahun mengalami peningkatan, tetapi hal ini tidak sesuai 

dengan target yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pajak merupakan biaya bagi 

perusahaan, oleh sebab itu perusahaan-perusahaan akan melakukan strategi untuk memperkecil 

beban pajaknya dengan melakukan penghindaran pajak.Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh CSR dan struktur GCG terhadap penghindaran pajak di 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011-2015. Metode pengambilan 

sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan hasil 

pengambilan sampel ada 7 perusahaan yang masuk kedalam kriteria dengan masa observasi tahun 

2011-2015 sehingga total pool data yang di observasi adalah 35 sampel. Dari hasil penelitian 

diperoleh kesimpulan bahwa secara parsial CSR berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance, 

Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance, Kepemilikan Institusional 

tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance, Komisaris Independen berpegaruh positif terhadap Tax 

Avoidance dan secara simultan CSR, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, 

Komisaris Independen berpengaruh terhadap Tax Avoidance. 

Kata Kunci : Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, 

Komisaris Independen dan Tax Avoidance.  

 

ABSTRACT 

The number of tax revenues from year to year has increased, but this is not accordance with the 

targets set by the Directorate General of Taxation. Tax are cost for the companies, therefore 

companies will undertake strategies to reduce the tax expense by doing tax avoidance. The purpose 

of this study is to know how the influence of CSR and GCG structure to tax avoidance in mining 

companies listed on the Indonesia Stock Exchange 2011-2015.Sampling method in this reseacrh 

using purposive sampling method. Based on the results of sampling there are 7 companies that 

enter into the criteria with the observation period of 2011-2015 so that the total pooled data in the 

observation is 35 samples.Based on the results of the research, we can be concluded that partially 

CSR has negative effect to Tax Avoidance, Managerial Ownership has no effect to Tax Avoidance, 

Institutional Ownership has no effect to Tax Avoidance, Independent Commissioner positively 

affects to Tax Avoidance and simultaneously CSR, Managerial Ownership, Institutional 

Ownership, Commissioner Independent effect to Tax Avoidance  

Keyword : Corporate Social Responsibility, Managerial Ownership, Institutional Ownership, 

Independent commissioner and Tax Avoidance.  
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1. PENDAHULUAN 

Meskipun dari tahun ke tahun 

penerimaan pajak meningkat, namun angka 

kenaikan ini tidak sesuai dengan target yang 

telah ditetapkan di ABPN. Fakta yang didapat 

di laporan keuangan DJP yang diakses di 

www.pajak.go.id menyebutkan bahwa 

penerimaan pajak dari tahun ke tahun memang 

mengalami peningkatan, namun angka ini 

masih belum mencapai target. Berikut tabel 

penerimaan pajak dari tahun 2011-2015 yang 

diambil dari laporan keuangan DJP. 

Dari sudut pandang pemerintah, pajak 

merupakan sumber penerimaan negara 

tertinggi yang dapat membantu pembangunan 

di Indonesia, oleh sebab itu Pemerintah 

Indonesia dari tahun ke tahun semakin gencar 

melakukan optimalisasi pajak. Sementara dari 

sudut pandang wajib pajak, pajak dianggap 

sebagai biaya oleh sebab itu perusahaan selalu 

melakukan suatu strategi untuk mengurangi 

jumlah pajaknya, salah satunya dengan 

melakukan penghindaran pajak. Pandangan 

terhadap aktivitas penghindaran pajak 

perusahaan berbeda-beda tergantung 

kepentingan pihak-pihak yang terkait. Karena 

penghindaran pajak merupakan tindakan yang 

tidak menyalahi aturan, maka DJP tidak bisa 

memberikan sanksi hukum kepada perusahaan, 

meskipun perilaku ini akan menyebabkan 

berkurangnya pendapatan negara dari sektor 

pajak. Meskipun penghindaran pajak tidak 

memberikan dampak langsung kepada 

masyarakat namun apabila hal ini dilakukan 

secara agresif, hal ini akan memberikan kesan 

yang buruk kepada masyarakat yang 

menyebabkan reputasi perusahaan menjadi 

menurun. Disisi lain, perusahaan memandang 

bahwa penghindaran pajak  memberikan 

keuntungan ekonomi yang besar dan sumber 

pembiayaan yang tidak mahal (Armstrong, 

et.al., 2015).  

Pada dasarnya perusahaan dituntut 

untuk bertanggung jawab kepada stakeholder. 

Salah satu perwujudan tanggung jawab 

perusahaan kepada stakeholder yaitu dengan 

Corporate Social Responsibility (CSR). Kotler 

& Nancy (2005) mengungkapkan CSR adalah 

komitmen perusahaan untuk meningkatkan 

kesejahteraan komunitas, melalui praktek 

bisnis yang baik dan mengkontribusi sebagian 

sumber daya perusahaan. Kesadaran akan 

perlunya menjaga lingkungan diatur oleh 

undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 

Pasal 74 tahun 2007, dimana perusahaan yang 

melakukan kegiatan usaha di bidang/berkaitan 

dengan sumber daya alam wajib melakukan 

tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam 

pasal 34 ayat 1 UU PM No 25 Tahun 2007 

menyatakan perusahaan  yang tidak 

melaksanakan tanggung jawab sosial 

perusahaan dapat dikenai sanksi mulai dari 

peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, 

pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas 

penanaman modal, atau pencabutan kegiatan 

usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. 

Dilihat dari sisi wajib pajak, dengan adanya 

UU PT dan UU PM yang mewajibkan 

perusahaan yang telah go public untuk 

melakukan CSR ini menjadi dilema karena 

selain harus membayar pajak wajib pajak juga 

harus mengeluarkan biaya untuk tanggung 

jawab sosial, oleh sebab itu menurut 

Rahmawati, ayu, M.G. Wi Endang, dan 

Rosalita Rachma Agusti (2016) manajemen 

akan melakukan berbagai cara agar kedua hal 

ini terpenuhi dengan sumber daya yang 

terbatas yang dimilikinya termasuk melakukan 

penghidaran pajak dengan memanfaatkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 

dan pasal 6 Undang-undang no 36 Tahun 2008.  

Lanis, Richarson (2012), Elisa, Tjondro, 

Retnaningtyas Widuri,  Jacqueline Maria 

Katopo (2016), Budhi Setia Dharma, Nyoman, 

Naniek Noviari (2017) dan Hoi Chun Keung, 

http://www.pajak.go.id/
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Wu Qiang, Zhang Hao (2013) berpendapat 

lain, mereka berpendapat bahwa pembayaran 

pajak merupakan bagian dari aktivitas CSR 

melalui pemerintah. 

Lanis, Richardson (2012) mengatakan 

perusahaan yang mempunyai tingkat 

pengungkapan CSR yang tinggi lebih enggan 

melakukan penghindaran pajak secara agresif, 

hal ini dikarenakan perusahaan yang citranya 

telah baik melalui pengungkapan CSR 

cenderung tidak akan merusak citra tersebut 

dengan melakukan penghindaran pajak secara 

agresif. Oleh sebab itu, perusahaan dengan 

pengungkapan CSR yang rendah dapat 

melakukan penghindaran pajak secara agresif 

dibandingkan perusahaan yang memiliki 

tingkat pengungkapan CSR yang tinggi.  

Kepemilikan Manajerial adalah 

kepemilikan saham oleh manajemen 

perusahaan (Direksi, komisaris, manajer, 

maupun karyawan) (KNKG,2006). Jensen dan 

Meckling (1976) menyatakan dengan adanya 

kepemilikan manajerial di dalam perusahaan 

akan mengurangi agency cost  berupa 

monitoring cost. Semakin besar kepemilikan 

manajerial dalam perusahaan maka manajemen 

akan semakin optimal dalam melakukan 

pengawasan, sehingga akan mengurangi dan 

mencegah terjadinya kecurangan termasuk 

melakukan penghindaran pajak secara agresif  

Kepemilikan Institusional sebagai 

bagian dari struktur corporate governance 

dapat mengurangi masalah keagenan yang juga 

dapat mengurangi peluang terjadinya 

penghindaran pajak. Jensen dan Meckling 

(1976) menyatakan bahwa adanya kepemilikan 

oleh institutional investor seperti perusahaan 

asuransi, bank, perusahaan investasi, dan 

kepemilikan institusi lain akan mendorong 

peningkatan pengawasan yang lebih optimal 

terhadap kinerja manajemen sehingga hal ini 

akan mengurangi dan mencegah terjadinya 

penghindaran pajak.  

  Pengawasan dari Dewan Komisaris 

Independen juga dapat mencegah terjadinya 

penghindaran pajak secara agresif yang dapat 

memberikan efek negatif bagi perusahaan. 

menurut Ratih dan puji Hartanto (2014) dengan 

semakin banyak pihak independen dalam 

jajaran eksekutif perusahaan, diharapkan 

bahwa masalah agensi dapat teratasi dan 

kepentingan stakeholder yang lain dapat 

terpenuhi. Selain itu, diharapkan dengan 

adanya komisaris independen pengawasan 

terhadap kinerja manajemen akan lebih 

optimal, sehingga penghindaran pajak dapat 

berkurang. 

2. KAJIAN PUSTAKA 

Teori Stakeholders 

Teori stakeholder menurut  Freeman 

(2010:32) adalah: “The stakeholder concept 

was originally defined as those groups without 

whose support the organization would cease to 

exist. The list of stakeholders originally 

included shareowners, employees, customers, 

suppliers, lenders andsociety.” Dari penjelasan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa teori 

stakeholder adalah teori yang menjelaskan 

suatu kelompok atau individu yang dapat 

mempengaruhi dan dipengaruhi oleh 

kelompok/individu lain. Silvia, Ratih dan Puji 

Harto (2014:2) mengatakan bahwa: “Praktik 

penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan 

tidak dapat lepas dari adanya agency theory 

dan stakeholder theory. Kedua teori tersebut 

membantu menjelaskan kecenderungan 

penghindaran pajak perusahaan. Berdasarkan 

agency theory, pemegang saham 

mengharapkan manajer untuk melakukan 

penghindaran pajak se-optimal mungkin, 

sedangkan berdasarkan stakeholder theory, 

perusahaan mulai memikirkan kelangsungan 

bisnis perusahaan di masa depan, sehingga 

cenderung menghindari keputusan 

penghindaran pajak yang dapat mencemarkan 

nama baik perusahaan.” 

Teori Legitimasi 

Pengertian legitimasi teori 

dikemukakan oleh O’Donovan (2002) yaitu  

adalah: “Legitimacy theory as the idea that in 

order for an organization to continue 

operating successfully, it must act in a manner 

that society deems socially acceptable” Dari 

pengertian di atas, legitimasi teori mengandung 

arti bahwa organisasi/perusahaan secara 

berkesinambungan harus memastikan apakah 

mereka telah beroperasi di dalam norma-norma 

yang dijunjung masyarakat dan memastikan 
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bahwa aktivitas mereka bisa diterima pihak 

luar (dilegitimasi).   

Teori Agensi  
Jensen dan Mecking (1976) 

mendefinisikan teori keagenan adalah  suatu 

kontrak, dimana satu atau beberapa orang 

(pemberi kerja atau principal) mempekerjakan 

orang lain (agen) untuk melaksanakan 

sejumlah jasa dan mendelegasikan wewenang 

untuk mengambil keputusan kepada agen 

tersebut. Perspektif hubungan keagenan 

merupakan dasar yang digunakan untuk 

memahami Corporate Governance. 

Corporate Social Responsibility (CSR) 

Kotler & Nancy (2005) 

mengungkapkan CSR adalah komitmen 

perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan 

komunitas, melalui praktek bisnis yang baik 

dan mengkontribusi sebagian sumber daya 

perusahaan. UU pt No 40 tahun 2007 pasal 1 

butir tiga (2007 : 2) mendefinisikan CSR 

adalah: “Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk 

berperan serta dalam pembangunan ekonomi 

berkelanjutan guna meningkatkan kualitas 

kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, 

baik bagi Perseroan sendiri, komunitas 

setempat, maupun masyarakat pada 

umumnya”.Berdasarkan pengertian-pengertian 

diatas dapat disimpulkan bahwa CSR  adalah 

kewajiban perusahaan untuk memberikan 

kontribusi positif dalam pembangunan 

ekonomi untuk meningkatkan kualitas 

kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat.  

Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial adalah 

kepemilikan saham oleh manajemen 

perusahaan (direksi, komisaris, manajer, 

maupun karyawan) yang diukur dengan 

presentase jumlah saham yang dimiliki oleh 

manajemen (KNKG, 2006).  Jensen dan 

Meckling (1976) menyatakan dengan adanya 

kepemilikan manajerial di dalam perusahaan 

akan mengurangi agency cost  berupa 

monitoring cost.  

Kepemilikan Institusional 

kepemilikan institusional merupakan 

kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi 

keuangan, institusi berbadan hukum, institusi 

luar negeri, dan dana perwalian serta institusi 

lainnya. Jensen dan Meckling (1976) 

menyatakan bahwa kepemilikan institusional 

memiliki peranan yang sangat penting dalam 

meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi 

antara manajer dan pemegang saham. 

Keberadaan investor institusional dianggap 

mampu menjadi mekanisme monitoring yang 

efektif dalam setiap keputusan yang diambil 

oleh manajer. 

komisaris Independen 
Komisaris independen menurut 

pedoman Corporate Governance indonesia 

KNKG (2006:13) adalah :“Komisaris yang 

tidak berasal dari pihak terafiliasi. Yang 

dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang 

mempunyai hubungan bisnis dankekeluargaan 

dengan pemegang saham pengendali, anggota 

Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta 

dengan perusahaan itu sendiri”. Silvia, Ratih 

dan puji Hartanto (2014) mengatakan semakin 

banyak pihak independen dalam jajaran 

eksekutif perusahaan, diharapkan bahwa 

masalah agensi dapat teratasi dan kepentingan 

stakeholder yang lain dapat terpenuhi. Selain 

itu, diharapkan dengan adanya komisaris 

independen pengawasan terhadap kinerja 

manajemen akan lebih optimal, sehingga 

penghindaran pajak dapat berkurang. 

Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

Menurut Darussalam (2010 : 198), Tax 

avoidance adalah :“Skema transaksi yang 

ditujukan untuk meminimalkan beban pajak 

dengan memanfaatkan kelemahan kelemahan 

(loophole) ketentuan perpajakan suatu negara”. 

Menurut Hanlon & Heitzman (2010) 

mendefinisikan tax avoidance sebagai 

pengurangan jumlah pajak eksplisit, dimana 

tax avoidance merupakan rangkaian aktivitas 

perencanaan pajak. 

Pengaruh Corporate Responsibility Terhadap 

Tax Avoidance 

Dilihat dari sisi wajib pajak, dengan 

adanya UU PT dan UU PM yang mewajibkan 

perusahaan yang telah go public untuk 
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melakukan CSR ini menjadi dilema karena 

selain harus membayar pajak wajib pajak juga 

harus mengeluarkan biaya untuk tanggung 

jawab sosial, oleh sebab itu menurut 

Rahmawati ayu, M.G. Wi Endang, dan 

Rosalita Rachma Agusti (2016) manajemen 

akan melakukan berbagai cara agar kedua hal 

ini terpenuhi dengan sumber daya yang 

terbatas yang dimilikinya Lanis, Richardson 

(2012) mengatakan perusahaan yang 

mempunyai tingkat pengungkapan CSR yang 

tinggi lebih enggan melakukan penghindaran 

pajak secara agresif, hal ini dikarenakan 

perusahaan yang citranya telah baik melalui 

pengungkapan CSR cenderung tidak akan 

merusak citra tersebut dengan melakukan 

penghindaran pajak secara agresif. Oleh sebab 

itu, perusahaan dengan pengungkapan CSR 

yang rendah dapat melakukan penghindaran 

pajak secara agresif.  

 Berdasarkan uraian diatas, maka  dapat 

disimpulkan hipotesis penelitian dalam 

penelitian ini adalah : 

H1:  CSR berpengaruh terhadap Tax 

Avoidance. 

H2:  Kepemilikan Manajerial Berpengaruh 

Terhadap Tax Avoidance 

H3:  Kepemilikan Institusional Berpengaruh 

Terhadap Tax Avoidance 

H4:  Komisaris Independen Berpengaruh 

Terhadap Tax Avoidance 

H5:  CSR,Kepemlikan 

Manajerial,Kepemilikan Institusional 

dan Komisaris Independen 

Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance 

3.  METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian deskriptif kuantitatif.Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang berasal dari laporan keuangan 

tahunan perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di bursa efek indonesia selama tahun 

2011-2015 . 

Corporate Social Responsibility (CSR) 

Dalam penelitian ini CSR akan diukur 

dengan menggunakan CSR Disclosure Index. 

Rumus perhitungan CSRD adalah 

sebagai berikut: 

 

CSRDISC =    ∑Xij  

  nj 

Dimana: 

CSDISC : Corporate Social Responsibility 

Disclosure Index perusahaan  

nj : jumlah item untuk perusahaan j, nj = 79 

Xij : 1 = jika item i diungkapkan; 0 = jika item 

i tidak diungkapkan. 

Dengan demikian, 0 < CSDIt < 1 

Kepemilikan Manajerial 

  

  saham Manajerial 

                     jumlah saham beredar 

Kepemilikan Institusional 

 

saham Institusional 

             jumlah saham beredar 

 

 

Dewan Komisaris Independen 

  

Komisaris Independen 

Total Dewan Komisaris 

Tax Avoidance 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

Tax Avoidance. Tax Avoidance akan diukur 

dengan menggunakan rumus GAAP ETR yaitu 

dengan membagi beban pajak menurut 

akuntansi yag terdiri dari beban pajak kini dan 

tangguhan dibagi dengan laba sebelum pajak 

akuntansi, 

GAAP ETR =    Income Tax Expense 
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     Pre-Tax Income 

 

 

Penentuan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) sampai dengan 

tahun 2015. Pengambilan sampel pada 

penelitian ini dilakukan secara purposive 

sampling yaitu teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu.  

Dari kriteria yang sudah ditentukan 

oleh peneliti, jumlah perusahaan yang sesuai 

dengan kriteria adalah 7 perusahaan dan masa 

observasi adalah 5 tahun jadi sampel 

perusahaan dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 35 perusahaan. Dalam penelitian ini, 

peneliti tidak mengambil sampel perusahaan 

tambang batu bara dikarenakan perusahaan 

batu bara memiliki perjanjian PKP2B dimana 

tarif pajak yang berlaku tidak selalu 25%, 

tetapi disesuaikan dengan perjanjian PKP2B. 

Tarif ini bisa lebih besar dari 25% atau kurang 

dari 25%, oleh sebab itu perusahaan tambang 

batubara tidak dimasukan kedalam sampel 

penelitian. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

 

0

2

4

6

8

10

-0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3

Series: Residuals
Sample 1 35
Observations 35

Mean      -2.38e-17
Median  -0.018789
Maximum  0.258612
Minimum -0.253644
Std. Dev.   0.119918
Skewness   0.148725
Kurtosis   2.603392

Jarque-Bera  0.358421
Probability  0.835930

Gambar 1. Uji Normalitas 

 

Berdasarkan tabel dapat dijelaskan 

bahwa nilai Jarque- Berra maupun nilai 

probabilitas yang diperoleh masing-masing 

sebesar 0,358 dan 0,835. Kedua nilai ini 

diketahui lebih besar dari 0,05, sehingga hasil 

tersebut menunjukan bahwa residual dalam 

model regresi berdistribusi secara normal, dan 

dapat dikatakan bahwa asumsi normalitas data 

terpenuhi. 

2. Uji Multikolinieritas 

 

Tabel 2 

Uji Multikolonieritas 

Berdasarkan hasil yang tersaji pada tabel, 

dapat disimpulkan model regresi yang akan 

dibentuk terbebas dari multikolinearitas, 

dikarenakan keempat variabel bebas memiliki 

nilai korelasi yang kurang dari 10. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 3 

Uji Heterokedastisitas 

Berdasarkan kriteria pengambilan 

keputusan uji white, diketahui bahwa model 

regresi yang akan dibentuk telah terbebas dari 

gejala heteroskedastisitas dikarenakan nilai 

obs*R-square yang dihasilkan sebesar 0,139> 

0,05, sehingga model telah memenuhi asumsi 

untuk dilakukan pengujian regresi. 

 

4. Uji Autokorelasi 

 

Berdasarkan tabel 2 terlihat bahwa nilai 

prob. yang dihasilkan sebesar 0,284> 0,05 

yang menunjukan bahwa data yang digunakan 

terbebas dari masalah autokorelasi, sehingga 

model memenuhi salah satu asumsi dilakukan 

pengujian regresi. 
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Tabel  4 

Uji Autokorelasi 

Regresi Data Panel 

Berdasarkan hasil perhitungan regresi, 

diketahui bahwa model regresi yang terbentuk 

adalah random effect atau dengan kata lain 

setiap variabel mempunyai perbedaan intersep 

yang bersifat random. Persamaan regresi yang 

akan dibentuk adalah sebagai berikut: 

Tax Avoidance (GAAP ETR) = 

0,354+0,633CSRD+0,427KEPMEN–

0,130KEPINS– 0,818KOMINDP+ 𝜀𝑖𝑡 

 Tabel 5 

Regresi Data Panel 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat 

bahwa nilai thitung yang diperoleh Corporate 

Social Responsibility sebesar 3,948. Dari nilai-

nilai di atas terlihat bahwa nilai thitung yang 

diperoleh sebesar 3,948> ttabel 2,042. Sesuai 

dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa 

menolak H0 dan menerima Ha. artinya secara 

parsial, Corporate Social Responsibility 

berpengaruh terhadap tax avoidance yang 

diukur dengan GAAP ETR. Tanda 𝛽 positif 

pada model regresi menunjukan apabila ada 

kenaikan pengungkapan CSR, GAAP ETR 

diprediksi mengalami peningkatan. GAAP 

ETR yang semakin tinggi menunjukan 

tingkat penghindaran pajak yang semakin 

kecil, dengan demikian hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa CSR berpengaruh 

negatif terhadap tax avoidance, artinya apabila 

terjadi kenaikan pengungkapan CSR maka 

tingkat tax avoidance akan menurun. Menurut 

teori stakeholder menjelaskan bahwa 

stakeholder dapat mempengaruhi 

kelangsungan hidup perusahaan, sehingga 

apabila perusahaan melakukan penghindaran 

pajak secara agresif, pemerintah selaku bagian 

dari stakeholder tidak akan memberikan 

dukungan kepada perusahaan untuk 

melangsungkan kegiatannya di negara tersebut. 

Selain itu, menurut teori Legitimasi organisasi 

selalu berusaha untuk menciptakan 

keseimbangan antara nilai-nilai yang melekat 

pada kegiatannya dengan norma dan perilaku 

yang ada dalam sistem sosial masyarakat, bila 

suatu perusahaan tidak dapat menyesuaikan 

dirinya dengan masyarakat, maka eksistensi 

perusahaan akan terancam. Menurut Lanis, 

Richarson (2012), perusahaan yang melakukan 

pengungkapan CSR yang tinggi, cenderung 

lebih enggan untuk melakukan tax avoidance 

secara agresif karena hal ini dinilai tidak 

bertanggung jawab sosial dan tidak sesuai 

dengan prinsip CSR serta diduga akan 

menurunkan citra baik perusahaan dikemudian 

hari. Selain itu apabila dilakukan pemeriksaan, 

perusahaan yang melakukan tax avoidance 

secara agresif memungkinkan untuk terjadi 

koreksi positif yang akan menimbulkan kurang 

bayar dan denda yang lebih besar daripada 

biaya untuk melakukan CSR.  Oleh sebab itu 

perusahaan yang memiliki CSR yang baik 

cenderung lebih menghindari penghindaran 

pajak secara agresif.  

Berdasarkan tabel di atas, terlihat 

bahwa nilai thitung yang diperoleh kepemilikan 

manajerial sebesar 1,392. Nilai ini akan 

dibandingkan dengan nilai ttabel pada tabel 

distribusi t untuk pengujian dua pihak sebesar 
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± 2,042. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa 

nilai thitung yang diperoleh sebesar 1,392< ttabel 

2,042. Sesuai dengan kriteria pengujian 

hipotesis bahwa menerima H0 dan menolak Ha. 

artinya secara parsial, kepemilikan manajerial 

tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. 

Tanda 𝛽 positif pada model regresi 

menandakan bahwa kepemilikan manajerial 

menunjukan pengaruh negatif, dikarenakan 

perusahaan dikatakan melakukan penghindaran 

pajak apabila nilai GAAP Effective Tax Rate 

(GAAP ETR) semakin kecil. Menurut teori 

Agensi, principal memberikan kewenangan 

kepada agen untuk menjalankan perusahaan, 

dalam hal ini principal direpresentasikan 

dengan pemegang saham dan agen 

direpresentasikan dengan jajaran manajemen 

(komisaris,direksi dan jajarannya). Pihak 

pemegang saham menginginkan nilai 

sahamnya selalu naik dengan meminta 

manajemen menghasilkan laba per saham yang 

tinggi. Dengan adanya target EPS yang tinggi 

maka manajemen akan melakukan berbagai 

cara agai targetnya dapat tercapai salah satunya 

adalah dengan melakukan penghindaran pajak 

secara agresif. Dalam penelitian ini diketahui 

ternyata besar kecilnya kepemilikan manajerial 

tidak berpengaruh terhadap penghindaran 

pajak, hal ini bisa disebabkan karena investor 

dari pihak manajerial menginginkan dividen 

yang diperoleh dari perusahaan, sehingga pihak 

pemegang saham manajerial dapat 

meanfaatkan informasi yang diperoleh dari 

perusahaan agar tingkat dividen perusahaan 

meningkat sehingga penghindaran pajak secara 

agresif masih bisa dilakukan. 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat 

bahwa nilai thitung yang diperoleh kepemilikan 

institusional sebesar -0,888. Nilai ini akan 

dibandingkan dengan nilai ttabel pada tabel 

distribusi t untuk pengujian dua pihak sebesar 

± 2,042. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa 

nilai thitung yang diperoleh sebesar -0,888< ttabel -

2,042. Sesuai dengan kriteria pengujian 

hipotesis bahwa menerima H0 dan menolak Ha. 

artinya secara parsial, kepemilikan institusional 

tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. 

Tanda 𝛽 negatif pada model regresi 

menunjukan apabila ada kenaikan kepemilikan 

institusional, GAAP ETR diprediksi 

mengalami penurunan. GAAP ETR yang 

semakin kecil menunjukan tingkat 

penghindaran pajak yang semakin besar. 

Menurut teori Agensi, disebutkan pihak 

pemegang saham menginginkan nilai 

sahamnya selalu naik dengan meminta 

manajemen menghasilkan laba per saham yang 

tinggi. Dengan adanya target EPS yang tinggi 

maka manajemen akan melakukan berbagai 

cara agai targetnya dapat tercapai salah satunya 

adalah dengan melakukan penghindaran pajak 

secara agresif. Jensen dan Meckling (1976) 

menyatakan bahwa adanya kepemilikan oleh 

institutional investor seperti perusahaan 

asuransi, bank, perusahaan investasi, dan 

kepemilikan institusi lain akan mendorong 

peningkatan pengawasan yang lebih optimal 

terhadap kinerja manajemen. Sehingga hal ini 

akan mendorong perusahaan untuk patuh 

terhadap peraturan yang berlaku, termasuk 

mematuhi peraturan pajak. Dalam penelitian 

ini diketahui ternyata besar kecilnya 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh 

terhadap tindakan perusahaan untuk melakukan 

penghindaran pajak, hal ini bisa disebabkan 

karena investor dari pihak institusional 

menginginkan dividen yang diperoleh dari 

perusahaan, sehingga kemungkinan investor 

kurang memperdulikan apakah perusahaan 

tersebut sudah menaati peraturan perpajakan 

atau tidak. 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat 

bahwa nilai thitung yang diperoleh komisaris 

independen sebesar -3,733. Nilai ini akan 

dibandingkan dengan nilai ttabel pada tabel 

distribusi t untuk pengujian dua pihak sebesar 

± 2,042. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa 

nilai thitung yang diperoleh sebesar -3,733> ttabel -

2,042. Sesuai dengan kriteria pengujian 

hipotesis bahwa menolak H0 dan menerima Ha. 

artinya secara parsial, komisaris independen 

berpengaruh terhadap tax avoidance. Tanda 𝛽 

negatif pada model regresi menunjukan apabila 

ada kenaikan jumlah komisaris independen, 

GAAP ETR diprediksi mengalami penurunan. 

GAAP ETR yang semakin kecil menunjukan 

tingkat penghindaran pajak yang semakin 

besar, dengan demikian hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa komisaris independen 

berpengaruh positif terhadap tax avoidance, 
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artinya apabila jumlah komisaris independen 

semakin tinggi maka tingkat penghindaran 

pajak akan meningkat. Perusahaan-perusahaan 

di Indonesia pada umumnya mengikuti model 

two board system yang terdiri dari RUPS 

(Rapat Umum Pemegang Saham) Dewan 

Komisaris, Dewan Direktur, dan Manajer 

Eksekutif Struktur ini memisahkan 

keanggotaan dewan, yakni antara keanggotaan 

dewan komisaris sebagai pengawas dan dewan 

direksi sebagai eksekutif perusahaan. Dalam 

model two board system yang dianut 

Indonesia, kemungkinan terjadinya 

kesenjangan informasi lebih besar daripada 

negara negara yang menganut one board 

system seperti Amerika dan Inggris, hal ini 

dikarenakan pada two board  system seperti di 

Indonesia pemegang saham berada diluar 

manajemen sehingga pemegang saham tidak 

bisa secara langsung mengawasi dan 

melakukan keputusan untuk perusahaan 

sehingga dewan komisaris dan komisaris 

independen masih bisa melakukan 

penghindaran pajak secara agresif. Tidak 

seperti negara yang menganut one board 

system dimana pemegang saham, dewan 

komisaris, dan dewan direksi berada dalam 

satu wadah manajemen sehingga pengawasan 

dari top manajemen dapat lebih efektif. Selain 

itu cara berpikir, bertindak, dan menjalankan 

bisnis serta penegakan hukum di indonesia 

masih lemah karena masih banyaknya praktik 

KKN dibandingkan negara negara lain yang 

lebih maju. 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui 

bahwa nilai Fhitung yang diperoleh sebesar 

6,147. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai 

Ftabel pada table distribusi F. Dengan α=0,05, 

db1=4 dan db2=30, diperoleh nilai F-tabel 

sebesar 2,690. Dari nilai-nilai tersebut terlihat 

bahwa nilai Fhitung yang diperoleh sebesar 6,147 

lebih besar dari nilai Ftabel 2,690. Sesuai dengan 

kriteria pengujian hipotesis bahwa menolak H0 

dan menerima Ha, artinya secara simultan 

corporate social responsibility dan struktur 

good corporate governance berpengaruh 

terhadap tax avoidance. 

Koefisien Determinasi 

Pada tabel 4.8 nilai koefisien 

determinasi yang diperoleh sebesar 0,450 atau 

45%. Hal ini menunjukan bahwa keempat 

variabel bebas yang diuji yang terdiri dari 

CSR, kepemilikian manajerial, kepemilikan 

institusional dan komisaris independen 

memberikan kontribusi terhadap tax avoidance 

yang diukur dengan GAAP ETR sebesar 45%, 

sedangkan 55% lainnya merupakan kontribusi 

dari variabel lain yang tidak diteliti. 

5.  KESIMPULAN  

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka peneliti mengambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil penelitian, secara 

parsial Corporate Social Responsibility 

berpengaruh negatif terhadap tax 

avoidance. yang diukur dengan GAAP 

ETR. 

2. Berdasarkan hasil penelitian, secara 

parsial kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh terhadap tax avoidance 

yang diukur dengan GAAP ETR. 

3. Berdasarkan hasil penelitian, secara 

parsial kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh terhadap tax avoidance 

yang diukur dengan GAAP ETR. 

4. Berdasarkan hasil penelitian, secara 

parsial komisaris independen 

berpengaruh positif terhadap tax 

avoidance yang diukur dengan GAAP 

ETR. 

5. Berdasarkan hasil penelitian, secara 

simultan Corporate Social 

Responsibility, kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional 

dan komisaris independen berpengaruh 

terhadap tax avoidance yang diukur 

dengan GAAP ETR. 
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